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P U T U S A N

Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate,

xxxxxxxxxxxxxxx,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  xxxxxxxxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Hastomo Bakri SH, Advokat yang berkantor

di  Kantor  Advokat/Pengacara  dan  Konsultan  Hukum

Hastomo Bakri SH dan Rekan. Alamat jln. Raya Mangga

Dua  Selatan  RT  006/RW  002.  No.  TLP/Hp:

081240456054.  Email  hastomotawari28@gmail.com.,

dengan  domisili  elektronik  pada  alamat  email

hastomotawari28@gmail.com  berdasarkan  surat  kuasa

khusus yang telah terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan

Agama Ternate nomor tanggal , sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXX, NIK  xxxxxxxxxxxxxx,  tempat  dan  tanggal  lahir

xxxxxxxxxxxxxx,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dalam surat permohonannya tanggal  10 Desember

2024 yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Ternate,  Nomor
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747/Pdt.G/2024/PA.Tte,  tanggal  16  Desember  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

Bahwa  pada  hari  ahad  tanggal  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  M  bertepatan  23

Ramadhan 1436 H pukul 21.30 Wit telah dilangsungkan perkawinan antara

Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat

dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxx. 

  Bahwa  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon  dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa;  

  Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  di  rumah

kediaman Pemohon bersama Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

  Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul

sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak sampai 

 saat ini :

   Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Pemohon  setelah  berumah  tangga

dengan Termohon hanya berlangsung tiga tahun sejak pernikahan, setelah

itu ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

akur  dan  harmonis  lagi  di  akibatkan  karena  adanya  perselingkuhan

Termohon dengan laki-laki lain yang bernama lengkap xxxxxxxxxxxx 

  Bahwa setelah Pemohon mengetahui Temohon telah berselingkuh dengan

laki-laki  yang  bernama  xxxxxxxxxxx  tersebut,  Pemohon  melaporkan

Termohon ke pihak yang berwajib/polisi Krium Polda dan kemudian terjadi

perdamaian antara Pemohon dan Temohon didepan pihak berwajib/polisi di

sertakan dengan surat pernyataan bahwa Termohon tidak akan mengulangi

perbuatanya kembali. 

  Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon kembali  hidup lagi bersama-

sama,  Namun  kemudian  hari  Termohon  kembali  mengulangi  perbuatan

yang  sama  yakni  berselingkuh  lagi  yang  kedua  dengan  laki-laki  yang

bernama  lengkap  xxxxxxxxxxxx  dan  kemudian  Pemohon  Kembali
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Melaporkan Termohon yang kedua kalinya di kantor polisi  polsek ternate

selatan. 

  Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan september

tahun 2021 sejak pemohon mengetahui perselingkuhan ke dua Termohon

dengan laki-laki yang bernama lengkap  xxxxxxxxxxx  tersebut, Pemohon

sudah  tidak  mau menerima kembali  Termohon  untuk  hidup  atau  tinggal

bersama-sama lagi dengan Pemohon. 

  Bahwa  sekitar  bulan  xxxxx  tahun  xxxx,  Termohon  datang  ke  Pemohon

untuk meminta dokumen/buku Nikah dengan alasan mengurus perceraian

di  pengadilan agama,  padalah Termohon membohongi  Pemohon karena

Termohon tidak mengurus cerai tetapi melakukan pernikahan dengan laki-

laki  yang  bernama  lengkap  xxxxxxx  di  desa  xxxxxxxxxxxx,  tanpa

sepengetahuan Pemohon.

   Bahwa ikatan perkawinan antara  Pemohon dan Termohon sebagaimana

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari

suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;  

  Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk

mengajukan  permohonan  cerai  talak  terhadap  Termohon  atas  dasar

pertengkaran yang terjadi  terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan

cerai talak ini dikabulkan;  

  Bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  84  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006

tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal

22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Ternate untuk

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di

tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat

perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  untuk  dicatat  dalam  register  yang

tersedia untuk itu;  
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  Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER:   Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  

    Memberi  izin  kepada  Pemohon  (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  untuk

menjatuhkan talak  satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan

sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan

hukum tetap;  

    Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Ternate  untuk

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama

yang  mewilayahi  tempat  tinggal  Pemohon  dan  Termohon  dan  Kantor

Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan

untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;  

  Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon. 

 SUBSIDER:Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)

Nomor  747/Pdt.G/2024/PA.Tte  tanggal  19  Desember  2024  dan  tanggal  04

Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya  Termohon

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  untuk  memenuhi  pensyaratan  mengajukan  perceraian  dalam

status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin

dari  atasan  berdasarkan  Surat  Izin  Nomor  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  tanggal

xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati  Pemohon agar berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk atas  nama Sjahwi  Abd.  Madjid,  NIK

xxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Ternate.  Bukti  surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2.  Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Nomor  xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Tanggal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Bukti  surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf

Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX,  umur  55  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SLTA,  pekerjaan  Buruh  Bangunan,  bertempat  tinggal  di

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  karena  saksi  adalah  adik

kandung Pemohon; 
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- Bahwa Pemohon menghadap di  persidangan ini  untuk mengajukan

cerai terhadap istrinya sebagai Termohon; 

- Bahwa saksi  kenal  dengan Termohon bernama Dewi  sebagai  isteri

Pemohon; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah Pemohon di Kelurahan Toboleu; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; 

- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah

tidak rukun dalam rumah tangganya; 

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran sejak tahun 2020; 

- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran

antara  Pemohon  dan  Termohon  adalah  karena  Termohon  sering

keluar  rumah  tanpa  sepengetahuan  Pemohon.  Termohon  juga

selingkuh dengan laki-laki lain; 

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon  terjadi  pada  tahun  2021  ketika  Pemohon  kembali

mengetahui Termohon selingkuh lagi; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon

dan Termohon bertengkar, tapi setelah terjadi pertengkaran saksi tahu

karena Pemohon cerita ke saksi; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak

tahun 2022, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun lebih; 

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon; 

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Toboleu dan Termohon

tinggal di Halmahera; 

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

komunikasi; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pernah  diupayakan  untuk

dirukunkan oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil; 

- Bahwa sudah cukup; 

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA,  pekerjaan  Tukang  Ojeg,  bertempat  tinggal  di

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan

Pemohon; 

- Bahwa Pemohon menghadap di  persidangan ini  untuk mengajukan

cerai terhadap istrinya sebagai Termohon; 

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama xxxxxxxx sebagai isteri

Pemohon; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah Pemohon di Kelurahan xxxxxxxxxxxx; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; 

- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah

tidak rukun dalam rumah tangganya; 

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran sejak tahun 2020; 

- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran

antara Pemohon dan Termohon adalah karena selingkuh; 

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon terjadi pada tahun 2022; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon

dan Termohon bertengkar; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak

tahun 2022, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun; 

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon; 

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di xxxxxxxxx dan Termohon tinggal di

xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

komunikasi; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pernah  diupayakan  untuk

dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil; 
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- Bahwa sudah cukup; 

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  sebagai  seorang  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Pemohon  telah  memperoleh  izin  atasan  untuk  mengajukan  permohonan

perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10

tahun 1983  jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990  jo. Surat Edaran

BAKN Nomor 48/SE/1990; 

Menimbang,  bahwa  ternyata Termohon tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)

Nomor  747/Pdt.G/2024/PA.Tte  tanggal  19  Desember  2024  dan  tanggal  04

Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya  Termohon

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan

tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam

permohonan Pemohon pada  pokoknya  bahwa sejak  2021  rumah  tangga

Pemohon  dengan  Termohon  sudah  diwarnai  perselisihan  dan  pertengkaran

atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Pemohon

mengetahui  Termohon  selingkuh  dengan  laki-laki  yang  bernama
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon

dan Termohon yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 4

tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg  jo. Pasal 1865 KUH

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa  Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah

mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon

(Ridwan bin Abdul Majid) dan saksi 2 Pemohon (Kifli Bin Hamid);

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  (Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas

nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik,

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

sesuai  Pasal  285  R.Bg  jo.  Pasal  1870  KUH Perdata,  membuktikan  bahwa

Pemohon  adalah  warga  yang  berdomisili  dalam wilayah  hukum Pengadilan

Agama Ternate;

Menimbang,  bahwa bukti  P.2 (Fotokopi  Duplikat  Kutipan Akta Nikah)

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan

Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan Pemohon adalah orang

dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang

keterangannya  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  duduk  perkara secara

materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sehingga  keterangannya  memiliki

kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon telah memenuhi

syarat formil  dan materiil  sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg  dan

Pasal  308  dan  309  R.Bg sehingga  membuktikan  fakta-fakta  sebagaimana

tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;
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Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisa  bukti-bukti  Pemohon

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak

tahun  2021  hubungan  antara  Pemohon  dan  Termohon sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  berulang-ulang /  sudah  mengalami

ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berkelanjutan, hingga terjadi

pisah tempat tinggal;

3. Bahwa  penyebab  kemelut  rumah  tangga  tersebut  adalah  karena

Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah

berlangsung selama kyrang lebih 4 (empat) tahun. sampai sekarang;

5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

mempedulikan sebagai suami istri;

1. Bahwa  dengan  keadaan  tersebut  Pemohon  sudah  berketetapan  hati

untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  hukum tersebut  di  atas,

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa  dengan  memperhatikan  fakta  hukum  tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan

batin  sebagai  suami  istri,  akibat perselisihan  yang  berulang  kali  atau

ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal,

dan sulit  diharapkan untuk  kembali  rukun karena keduanya sudah tidak

saling  mempedulikan,  bahkan  Pemohon  sudah  berketetapan  hati  untuk

bercerai dengan Termohon; 

2. Bahwa  rumah  tangga  seperti  itu  sudah  tidak  bisa  diharapkan  untuk

merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia

dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah

dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  bahkan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga seperti  itu,  suami dan istri  tentu sudah tidak dapat

menjalankan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing,  yang  mana  untuk

itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa  suatu  ikatan  pernikahan  dimaksudkan  untuk  memberikan

kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  namun  dengan  melihat  kondisi

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

mendatangkan  kemaslahatan,  tetapi  justru  hanya  akan  memberikan

penderitaan  batin  baik  bagi  Pemohon  maupun  Termohon,  karena  itu

perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

benar  telah  pecah  (break  down  marriage)  dengan  demikian  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  atau

ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga  Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  jo.  Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  Termohon  telah  dengan  sengaja

meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut tanpa izin

Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali,

maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan

Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974

jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas  dan

Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru pernah menjatuhkan talak raj’i

satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak
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raj’i tersebut telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh

karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa perkara ini  adalah termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (xxxxxxxxxxxxxxxxx)  untuk

menjatuhkan talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (xxxxxxxxxxxxxxxx)  di

depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp269.500,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus

rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Senin tanggal 13 Januari  2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab

1446 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono,

M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

para Hakim Anggota tersebut dan Jumriyani, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
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Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H Marsono, M.H

Hakim Anggota

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumriyani, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya:

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 160.000,00

-  Panggilan : Rp 39.500,00

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp             10.000,00  

J u m l a h : Rp 269.500,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ternate,
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Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


